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PERATURAN BUPATJ Ku ous 
NOMOR 16 TAHUN 1008 
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MANAJF.\1EN SUM BER DA y AM 
1)1 LINGKl 'NGAN DIN AS PENDID ANUSIA KEPENDIDIKAN 

!KAN KA!1UPATEN KUDUS 
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BUPATJ KUDUS, 

h;1hwa dalarn rangka 'k 
nasional sebaga·, , I ut serta mewujudkan tuJuan pcnd1d1kan 
1. 1 'irnana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 
a nin 2003 tentang s· t p . . , . is em end1d1kan Nasional. maka perlu pc1,angan an surnber daya . k .. 

I,; · ' manusia epend1d1kan sebaga1 salah satu 
ornponen dalarn pembangunan di bidang pendidikan . 

IY1hwa agar pc b ' ' ~' nanganan sum er daya manus1a kepcndidikan tersebut 
da pat bcrclaya guna_ dan bcrhasi l guna. perlu mcngatur manaJemen 

'.
11

:
1 he r claya m.inusr a kepencl idikan ci r lrngkungan Drna<; Pcnd1d1kan 

1--:anupaten Kuclu c; . 

hairwa berdasarbn pertirnbangan sebaga1mana d1maksud da!am huruf 
a clan huruf b pcrlu menetapkan Peraturan Bupat1. 

lJ ndang-Unclang Nomor 13 Taliun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
tbernh Kahupatcn dalam lingkungan Prop1ns1 Jawa Tcngah . 

lJndang-Undang Nomor 8 Tahun ! 97~ tentang Pokok -pokok 
Kepegawa ia n (Lembaran Negara Rcpublik Inclones1a Tahun 1974 
Nomor 55 , fam bahan Lembaran Negara Rcpuhlik lndon...: s1 a Nomor 
3041 ), sebaga1mann diubah Undnng-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l 999 Nomor 169. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 3390). 

l lndang-Unclang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nas ional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 
7X. Tamhnhan Lembnran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4301 ): 

l lndang-Undang Nomor 32 ·Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
( I,cmbman Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 . 
r arnbnhan Lcmbaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4437). 
s1.:bagaimnna diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
· p netapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang t(;ntanu c · 
N - 3 T hun 2005 tentang Pernbahan atas Undang-Undang Nomor 
i o mor . a . ah D h ''"1 . d. U , , T I 7004 tentang Pemennt an aera 1v enJa 1 ndang-' a1un - . · ah · - d . (L baran Negara Republik Indonesia T un 2005 Nomor Un ang em , . . 

8 T b I Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4548): JO. am n1nn 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

]0. 

1 I. 

12. 

l 3. 

Undang-Undang N 
(Lembaran N ornor 14 Tah 
T egara R un 2005 ambahan Lernba epubJik lndo . tentang Guru dan Dosen 

ran Negara Republ;es,a Tahun 2005 Nomor 157, 
Peraturan Pe . 1 1nd0nesia Nomor 4586)· 
K . rnenntah N ' epend1dikan (L ornor 38 T 
Nomor 68, Tarn ernbaran Negara R ahu_n 1992 tentang Tenaga 
3484 ), sebagaim bahan_ Lernb~ran Ne epubltk lnd?nesia Ta~un 1992 
Tahun 2000 (Lana d1ubah denga :ara Repubhk Indonesia Nomor 
Nomor 9 I T ernbaran Negara ;, erat~ran Pemerintah Nomor 39 
3974). ' arnbahan Lembcrra N epubltk Indonesia Tahun 2000 

' n egara Republik Indonesia Nomor 

Peraturan Pcmerint h 
Fungsional p a Nomor 16 1· h egawai Ne . a un 1994 tentang Jabatan I d · gen s· ·1 11 onesta Tahun 1994 N 1P1 (Lembaran Negara Republik 
Rcpublik Indonesia Nomor 3°5~~); 22 , Tambahan Lembaran Negara 

Peraturan Pemerintah N 
Negeri Sipil (Lembara~m~/7 Tahun 20~0 tentang Formasi Pegawai 
Nomor 194, Tambahan L b gara Repubhk Indonesia Tahun 2000 
di u bah dengan Peratur:: aran ~egara Nomor 40 I 5), sebagaimana 
(Lembaran Negara Re ublitemennta? Nomor 54 Tahun 2003 
Tambahan Lembaran Np N 1nd0nesia Tahun 2003 Nomor 122 

egara omor 4332) ; 

Peraturan Pemerintah N 
Pcgawai Negeri s· .1 L omor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
2000 Nomor 19?' / embaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
. ·b- . . ' ambahan Lcmbaran Negara Norn or 40 I 6) sc c1ga1mana cl 1ubah dengan p . _ ' 1002 (L 6 < craturan Pcmenntah Nomor 11 fahun T b hem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31 , a; a an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 

Peratur~n Peme:int_a~ Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negen S1pil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 ~omor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), 
sebaga1mana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 93) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 , Tambahan Lembaran J'[egarn 
Republik Inconesia Nomor 4194); 

Peraturan Pemerintah Nomor, l 01 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indones!a 
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4019); 

P · t h Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Peraturan emenn a . . . . . 
P · d han dan Pemberhentian Pegawa1 Negen S1pil 

Pengangkatan, emm a ' 003 N 15 
N Republik Indonesia Tahun 2 omor , 

(Lembaran egara . · N 4263)· . L b n Negara Repubhk Indonesia omor , 1 ambahan em ara 



!4. 

15. 

Peraturan Pernerint h 
Pendidikan (Le a Nornor 19 Tahun 

2 Nomor 41 Tr1mb ~baran Negara R i?5 tentang Standar Nasional 
' c a · an Lernbaran N epu lik Indonesia Tahun 2005 

egara Nomor 4496)· Peraturan Pemerintah N , 
Tenaga Hono M . ornor 48 Tahu 20 
Negarn R re_r enJadj Calon p n . 05 tentang Pengangkatnn 
L b · epublik Indonesia T h egawai Negeri Sipil (Lembaran ern aran Negar R a un 2005 N 
d' b h a epubJik Ind . omor 122, Tambahan 

I LI a dengan Peraturan Pem . onesia Nornor 456 I) sebagaimana 
l'erubahan atas Peraturan ;nntah Nomor 43 Tahu~ 2007 tentang 
(~embaran Negara RepubJik ernennta~ Nornor 48 Tahun 2005 

16. 
T ambahan Lembaran N Indonesia Tahun 2007 Nomor 9 I 

egara Republik Indonesia Nomor 4743); ' 
Peraturan Pemerintah N 

17. 

18. 

Urusan Pemerintahan An~mo~ 38 !ahun 2007 tentang Pembagian 
Propinsi , dan Pemerintata ;menntah Pusat, Pemerintahan Daerah 
Negara Republik Indon ~n T aerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Lembaran Negara Repubr:st d ah~n 2007 Nomor 82, Tambahan 1 

n onesia Nomor 4737); 
Keputusan Presiden Nomor 

87 
T h 

Fungsional Pegawa· N . . . a un 1999 tentang Rumpun Jabatan ' 1 egen S1pil ; 

Keputusan Menteri Pe d 
ten tang Jabata F . n ayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 

19. 
n ungsional Guru dan Angka Kred itnya; 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republ ik Indonesia 
Nomo_r 025/0 / J 995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Jabatan /· ungs1onal Guru dan Angka Kred itnya; 

20. 
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 
K~ala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 
0312/0 / 1996, Nomor 38 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; 

21. 

22 . 

23 . 

24 . 

25 . 

26. 

27. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
l 5/KEP/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penil ik dan Angka Kreditnya; 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka 
Kreditnya; 

Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor l O Tahun 2006 tentang 
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Pusat ke Daerah; 

• · p d 'd'k Nas1'onal Nomor 12 Tahun 2007 tentang Peraturan Menten en 1 1 an 
Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 

. p d'd'k n Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Peraturan Menten en 1 1 a . 
0 

. 
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetens1 uru, 

d'd'k Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Pen J I an 
Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan; 

---------------



r 28. 

29. 

30 . 

31. 

32 . 

33 . 

34 

35 . 

Peraturan Menteri Dalam N . 
Pendidikan dan pelatihan di ~rn Nornor 31 Tahun 2007 tenton ~ 
dan Pemerintahan Daerah· ngkungan Departemen Oalnm N eg1;.: r1 

' 
Peraturan Daerah Kabupaten K d 
Pernbentukan , Kedudukan T u us Nomor 6 Tal1t111 2003 tcntun g 
Organisasi Lembaga Tek~is ugas Pokok, Fungsi , clan Susunun 
Daerah Kabupaten K d , · Daerah Kabupaten Kudus Lemburun 
Lembaran Daerah K b u us Tahun 2003 Nomor 24 , Tmnbahnn 

a upaten ~udus Nornor 4 7) ; 

Peraturan Daerah Kabupaten K d N 
Pembentukan, Keduduk ( u us omor 7 Tah_un 2003 tenton g 
Organisasi Dinas Dae an , Tugas Pokok, Fungs1 , clnn Susunan 
K b t K d T rah Kabupaten Kudus Lembarnn Daernh 

D
a uphaKenb u usK ahun 2003 Nomor 25 ; Tambahan Lcmbaran 
aera a upaten udus Nomor 48) ; 

Keputusan Bupati Kudus Nom 20 T I · or a mn 2003 tenlnng Pcn1abara11 
Tugas Pokok dan Fungs,· se t T k · · · · r a ata eqa Lembaga rckn1 s Dacrah 
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah K~bupatcn Kudus Tnhun 2003 
Nomor 27) ; 

Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2003 tcntang Pcnjnbarnn 
Tugas Pokok clan Fungsi serta Tatakcrja Dinas Drn . .: rah Kal)upatc 11 
Kudus (Lembaran Daerah Kab~1paten Kudus Tahun 2003 Nomor 33 ); 

Kcputusan !3upati Kuclus Nomor 3 I Tahun 2003 tcntung Pcdoman 
Organisasi clan Tatakerja Sckolah Mcncngah Pcrtama, Scko lah 
Mcncngah /\ta s, dan Sckolah Mcncngah Kcj uru an (l ,cmbaran Dacrnh 
Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39); 

l'c~turan Bupat i Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tcntang Susunan 
Organisasi clan Tata Kerja Taman Kanak-kanak , Seko lah Dasar clan 
Sckolah Dasar Luar Biasa (Berita Daerah Kabupatcn Kudus Tahun 
2006 Nomor IO) ; 

Pcraturan Bupat i Kudus Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2007 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN : 

{t1apl:i 11 : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN SUMBER DAYA 
MANUSIA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN 
KABUPATEN KUDUS . • 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakSUd dengan : 

l ·utnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
I . Pemerintah Pusat yang se anJ kekuasaan pemerintahan Negara 

R bl 'k I d ·a yang memegang ' epu 1 n onesi . d' aksud dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia sebagaima?a ~m 1945 Dasar Negara Republik Ind0neSia Ta un . · 



J 2 

J. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Direkt0rat Jenct K ct · era! p . epen 1dikan pad D eningkatan M 
disi~gkat Di tjen P~pepartemen Pendidi~tu Pe~didik dan Tenaga 
penmgkatan mut TK adalah Di k an Nasional yang selanjutnya 

u pendidik dan ten re torat Jenderal yang menangani 
Pcmerintah p . . aga kependidikan. 

. . rov1ns1 Jaw T 
Provins, adalah a engah yan . 
penyelenggara e Gu?ernur dan Pe~a selanJutnya disebut Pemerintah 

P menntahan daerah. ngkat Daerah sebagai unsur 

Pemerintah Kabupaten 
Ka bupaten ct I Kudus yang I • 

1 
a a ah Bupati d se anJutnya disebut Pemerintah 

penye enggara pemerintahan d~~a:.erangkat Daerah sebagai unsur 

Daerah adalah Kabu paten Kudus. 

Bupati adalah Bupati Kudus . 

Badan Kepegawaian D h 8 d K aera yang sel · a an epegawaian Daerah anJutnya disingkat BKD adalah 
Kabupaten Kudus. 

Di nas Pendidikan adalah Dina . . 5 Penctidikan Kabupaten Kudus. 

Badan Perencanaan Pemb Bappeda adalah Bada p angunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kudus. n erencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Badan Pembina Kepegawaian adalah Sadan Tingkat Pusat. Pembina Kepegawaian 

rovms1 adalah Badan Pembina ~ an Pembina Kepegawaian p · • · 
Kepegawaian Tingkat Propinsi . 

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Kudus. 

Pegawai Ne6eri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka 
yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh yang berwenang dan 
diserahi tugas negara yang ditetapkan dan digaj i menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah 
warga negara Indonesia yang melam~r, lulus_ se~e~si , dan . diangkat 
untuk dipersiapkan menjadi Pegawat Negen S1pil sesuaf> dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

I
) · I I Daerah 'adalah pegawai tidak tetap yang diangkat 
egawa1 - onorer · b berwenang untuk jangka waktu tertentu gum: 

oleh pep at yang · · ct melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesua1 engan 

kebutuhan dan kemampuan daerah . 
. Da a Manusia yang selanjutnya disingkat MSDM 

ManaJemen :,umber Y ek manajemen Sumber Daya Manusia 
adalah pe~gel?laan semu:a~sp engadaan, penempatan, peningkatan 
yang mel1put1 yere~can ' ~angan karir, penghargaan, penilaian, 
kualifikasi, serttfikast , pengem lt'ndungan dan sistem informasi 

. • d pelatihan per ' pend1d1kan an J)' Pendidikan Kabupaten Kudus. 
kepegawaian di lingkungan mas 

C 



r 
lR 

0 

Sumbe.r Da~13 Manus.in " . 
K d'dik ~CJlCndid'k ~pen -1 an ndaJah pcndidik d 1 an Yang sclanjutnya disebut SOM 
Dmns Pe_ndidikan Kabupaten Ku:s~enaga kcpendidikan di lingkungan 

Sistem Informasi Man . 
SIMPEG adaJah sistea.::~e~ Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

"' lah d tn1onnasi terp d . . ~go an ata, tatakerja, d 1 
8 u yang mehputI pendataan, 

d1 ternpkan atau akan ditera k an aporan sumber daya manusia yang 
database berbasis pusat p an oleh oleh daerah dengan menggunakan 

Io_ Sistem Informasi Manaje S 
yang selanjutnya disingr:n SI~ber Daya Manusia Kependidikan, 
sumber daya manusia ake _S?MK, adalah sistem informasi 
menggunakan database be b pedndidikan Kabupaten Kudus yang 

~O. 

21. 

22. 

r as1s aerah 

Sistem Infonnasi Manajem N . 
Kependidikan vang 1 . en omor Umk Pendidik dan Tenaga 

' se 8nJutnya disi k t SIM N · informasi pendidik dan tena n~ - UPTK adalah s1stem 
dikembangkan oleh n· kt ga kepenrlidikan yang berbasis pusat yang 

ire orat Jenderal PMTK 

Pendidik adaJah guru yan . . k lah g mengaJar d1 sekolah negeri maupun di 
se O swasta yang bernrla di bawah pembinaan Dinas Pendidikan. 

Tenaga Kependidikan adalah p • b 'k . . . . . egawai, a1 pegawa1 negen s1pII 
maupun _yang _ ~u~an _ pegawa1 negeri sipil di luar pendidik yang 
mengabdikan dm d1 Dmas Pendidikan dan di sekolah-sekolah negeri . 

23 . Perenc~aan adalah proses kediatan penyusunan rencan? sumber daya 
~us~a yang mencakup semua aspek manajemen sumber daya 
manus1a. 

24. Pengadaan &dalah proses kegjatan yang meliputi perekrutan, seleksi, 
pengangkatan, dan penempatan pertama untuk mengisi formasi yang 
lowong. 

25. Mutasi adalah proses kegiatan menempatkan pegawai sesuai dengan 
surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang 
berkaitan dengan rotasi, pemindahan, dan promosi mengacu pada 
upaya pemerataan pegawai di Iingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kudus. 

26. Analisis Beban Kerja adalah analisis ilmiah tentang berat beban kerja 
yang pas bagi suatu jabatan sesuai dengan tupoksi, peran, mnggung 
jawab, tersedianya sarpras, yang dinyatakan dalam berapa jam minimal 
dalam satu minggu dimana yang bersangkutan harus menyelesaikan 
pekerjaannya selama satu m'inggu/37,5 jam. 

27. 

28. 

Persebaran guru berkualitas adalah adalah memeiatakan jumlah guru 
yang berkualitas sehingga semua sekolah dapat menikmati te~s~~ianya 
guru berkualitas meskipun belum tentu sekolah tersebut mem1hl4 guru 
yang bersangkutan 

p · gkat Kualifikasi Akademik Pegawai adalah :upaya 
::ingka:1an ijazah jenjang pendidikan_ akademik yang harus dimiliki 

l h · · dengan persyaratanJabatan yang bersangkutan. o e pegawa1 sesuai 



r 
i 

29, 

30. 

31. 

32 . 

33 . 

34. 

35 . 

36. 

37. 

38 . 

39. 

40. 

41. 

11111 

Scrtifikasi adalah proses e b . . 
rcj abat fungsional lainnr; m enan sert1fikat profesi untuk guru clan 

Sertifikat pendidik adalah' b kt' fi 
diberikan kepada guru sebaga· ut 1 ormal _sebagai pengakuan yang 

. 1 enaga profes1onal . 
Pcngembangan karir adalah 
·sccara bertahap untuk up_a~a _untuk meningkatkan karir pegawai 

mencapa1 JCOJang paling tinggi. 

Pengh:riaa; adal~h ganjaran, hadiah, apresiasi ataupun pengakuan 
ykaanbugpatlenen an o ekh pemeri_nta~, pemerintah 'provinsi , pemerintah 

' , masyara at organ1sas fi . d . . d ' 1 pro es1 an/atau satuan pend1d1kan 
yang apat berupa finansial atau non fin~nsial yang diberikan kepad~ 
guru dan tenaga profiesi·onal d' 1. k . . . 1 mg ungan Dmas Pend1d1kan 
Kabupaten Kudus sebagai ak'b t d · · · · I uar biasa. 1 a an prestas1 dan/atau ded1kas1 yang 

Perlindungan adalah upaya t k b I · · un u mem e a/menJaga kepentmgan guru 
dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kudus dan atau dalam rangka mengayomi dari gangguan atau ancaman 
hukum, dan gangguan terhadap/ancaman profesi dan ancaman-
ancaman keselamatan serta kesehatan kerja. ' 

Pendidikan dan _Pelatihan, yang selanjutnya disingkat Diklat, adalah 
upaya untuk penmgkatan keterampilan dan/atau kompetensi yang tidak 
menghasilkan peningkatan kualifikasi akademik 

Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah wadah 
pengembangan profesi bagi guru Taman Kanak-kanak, dan Sekolah 
D~ar untuk meningkatkan profesionalismenya;. 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP, 
dan Musyawarah Guru Pembimbing yang selanjutnya disingkat MGP, 
adalah wadah pengembangan profesi bagi guru Sekolah Menengah 
Pertarna, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 
untuk meningkatkan profesionalismenya. 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat 
LPTK adalah Perguruan Tinggi yang mendidik tenaga pendidik. 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan selanjutnya disingkat LPMP 
adalah Iembaga yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan, 
tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya; 

I 
• I 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang .• 

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program. 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yan~ 
selanjutnya disebut DP3 , adalah suatu daftar _yaNng n:ie

8
n:iu.a

1
tdhas1l 

· 1 · l k an pekerJ· aan seorang Pegawa1 egen 1p1 alam pem aian pe a sana • b p · 1 · 
jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh PeJa at em a1. 



(I) 

(2) 
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BAB II 

PERENCANAA.N SDM KEPENDIOIKAN 

Bagian Kesatu 
Penyusunan Rencana SOM K . . epend1d1kan 

Pasal 2 

Dinas Pendidikan dan BKO 
menyusun Rencana SOM Kependidikan. 

Penyusunan Rencana SDM Ke d.d.k 
ayat (I) mendasarkan pada sisf:n 1 an sebagaimana dimaksud pada 
SOM Kependidikan yang d. t ml h an prosedur penyusunan Rencana 

Ia ur O e Kepala Oinas Pendidikan. 

Bagian Kedua 
Fonnasi SDM Kependidikan 

Pasal 3 

(I) BKD ~a? Dinas Pendidikan menyiapkan usulan formasi SDM 
Kepeoclidikan yang meliputi jumlah, kualifikasi pendidikan, dan 
kompetensinya. 

(2) Usulan fonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada 
rencana SDM Kependidikan. 

Bagian Ketiga 
Rencana SDM Kependidikan 

Pasal 4 

(I) Rencana SOM Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan didasarkan pada 
analisis kebutuhan pegawai . 

(2) Rencana SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
mencakup: 
a. jumlah kebutuhan pegawai ; 
b. jumlah yang perlu ditingkatkan kualifikasi akademiknya; 
c. jumlah yang akan ditingkatkan kompetensinya atau yang akan 

diikutsertakan dalam sertifikasi baik melalui sistem portofolio 
maupun pendidikan dan pelatihan; 

d. jumlah yang akan dinaikkan pangkat, golongan, dan ruang;• 
e. jumlah yang akan mendap~tkan penghargaan; dan 
f. jumlah yang akan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan . . 

(3) Rencana SDM Kependidikan khusus untuk guru, mencakup jumlah 
yang dibutuhkan dirinci per jalur, jenjang, status sekolah, kelas, mata 
pelajaran, lokasi, kualifikasi akademik, pangkat/golongan ruang, dan 
ti ngkat kompetensi. 

(4) Rencana SDM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun dengan mendasarkan pada kebutuhan SDM Kependidikan tiap 
jenjang pendidikan, sebagai berikut: 



r a. Taman Kanak~kanak . 
Kepala TK I , pahng sedikit , (satu) orang guru d mempunyai 1 (satu) orang 
Sekolah D . ' an I (satu) orang penjaga TK; 

b. asar, pahng sedikit 
Se~olah, 6 (enam) orang guru :empunyai I (satu) orang Kepala 
setiap laboratorium I (s t ) las, I (satu) orang laboran untuk 
( satu) , a u orang te d orang pustakawan, dan I naga a ministrasi/tatausaha, I 
Sedangkan untuk guru d' . (satu) orang peniaga sekolah· pen 1d1k · . ' serta guru agama I (sat ) an Jasman1 olah raga dan kesehatan 
mengajar; , u orang guru mengajar memenuhi beban 

c. Sekolah Menengah Pert . 
orang Kepala Sekolah t7a, pahng sedikit mempunyai 1 (satu) 
(satu) orang Iaboran ~ntu:atu) _ orang wakil Kepala Sekolah, I 
Kepala Tatausaha 3 t' settap lc!,boratorium, I (satu) orang 
orang pustakawan: 2 (~~:;) orang te_naga administrasi , 1 (satu) 
dan guru mata pela'aran ora~g _penJaga, 1 (satu) orang satpam, 
berikut: J yang dihitung berdasarkan rumus sebagai 

KG = (tMPI x tKI) + (tMP2 x I:K2) + (tMP3 x :EK3) 

Keterangan rw 
KG : Kebutuhan Guru 
i:MP : Jum!ah ja?1 mata pelajaran per minggu pada mata 

pelaJaran d1 satu tingkat 
tK 

rw 
: Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran 

tertentu 
Jumlah jam wajib mengajar per minggu (24 jam 
pelajaran) 

d. Sekolah Menengah Atas, paling sedikit mempunyai I (satu) orang 
Kepala Sekolah, 2 (dua) orang wakil Kepala Sekolah, I (satu) 
orang laboran untuk setiap laboratorium, I (satu) orang Kepala 
Tatausaha, 3 (tiga) orang tenaga administrasi , I (satu) orang 
pustakawan, 2 (dua) orang penjaga, 2 (dua) orang satpam, dan guru 
mota pelajaran yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: 

(tMPI x tKl)+(tMP2 x i:K2)+(:EMP3 x i:K3)+ ... (:EMPn x tKn) 
KG=----------:---------------

tW 
Keterangan 
KG : Kebutuhan Guru 
tMP : Jumlah jam mata pelajaran terbesar pada ..semester 

ganjil/genap per minggu pada mata pelajaran tertentu di 
satu tingkat 

l:K Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran 
tertentu 

tW : Jumlah jam wajib mengajar per minggu (24 jam 
pelajaran) 

I h M ah Kdiuruan paling sedikit mempunyai 1 (satu) 
e. Seko a eneng ~J , • l S k l 

1 8 k lah 1 (satu) orang wakil Kepa a e o ah, I 
orang Kepa t O 

n~k setiap Program Keahlian, I (satu) orang 
(satu) orangtuke ua tu1·ap laboratorium, 1 (satu) orang Kepala 
laboran un se · · · I ( ) 

5 (I . ) orang tenaga admm1stras1, satu orang 
Tatausaha, ima 

---- - -·- --



r 

KGs = 

. " 

pustaknwan 3 (tiga) • . ' . orang penJaga 2 (dua) orang satpam, dan guru ma ta pclaJaran ya d'h ' ' · 'k ng 1 1tung berdasarkan rumus sebagai beri ut : 

I. 1~
0

1
r~ula (PKerhitungan Jumlah Kebutuhan Guru per Mata 

e aJaran elompok Normatif dan Adaptif) : 

(I:MP I x I:K I) + (I:MP2 x :EK2) + ... (:EMPn x :EKn) 
KGnla = 

:EW 
Keternngan : 
KG : Kebutuha~ G~ru per mata pelajaran / bidang studi (guru 

mata pela.iaran kelompok normatif dan adaptif) · 
I:MP : Jum!ah jam mata pelajaran per minggu pada suatu ~ata 

p~laJ~ran adalah Durasi Waktu (DW) mata pelajaran 
d1bag1 3 tahun, dan dibagi 38 minggu. 

DW 
I:MP = 

3 X 38 
I:K Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti mata 

pelajaran yang sama untuk semua spesialisasi 
I:W : Jumlah jam waj ib mengajar per minggu (24 jam 

pelajaran) 
1,2 .. n : Tingkat kelas 

2. Formula Perhitungan · Jumlah Kebutuhan Guru Spesialisasi 
(Guru Mata Pelajaran· Kelompok Produktif) : 

(I:MPlx I:KlxI:KPl)+(I:MP2xI:K2x I:KP2) + . . . (:EMPnxI:Knx I:KPn) 

I:W 
Keterangan : 
KG : Kebutuhan Guru per spesialisasi (guru mata pelajaran 

kelompok produktif) 
:tMP : Jumlah jam mata pelaj aran per minggu pada suatu mata 

pelajaran adalah Durasi Waktu (DW) mata pelajaran 
dibagi 3 tahun, dan dibagi 38 minggu. 

DW 
I:MP 

3 X 38 
:tK : Jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti mata 

pelajaran yang sama untuk semua spesialisasi 
:tKP Jumlah kelompok pelajaran produktif (teori dan praktek) 

setiap rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata 
pelajaran produktif tertentu . . . 

:tW Jumlah jam wajib mengaJar per mmggu (24 Jam 
pelajaran) 

1,2 .. n Tingkat kelas 

- ---- - --------------




































